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ABSTRAK 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 
dinyatakan bahwa tanah-tanah tanah negara yang berasal dari pembebasan hak milik Indonesia 
tetap diakui berada dalam penguasaan departemen/daerah swatantra. Dalam hal ini, daerah 
swatantra tersebut termasuk Pemerintah Kota Makassar. Di Kota Makassar, terdapat empat belas 
tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda. Tanah asset daerah tersebut harus disertifikatkan 
oleh Pemerintah Kota Makassar sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 
No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah 
No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Namun kenyataannya, kewajiban untuk 
menyertifikatkan tanah asset daerah khususnya yang berasal dari konversi tanah Belanda tidak 
maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Hingga tahun 2012, hanya satu tanah 
asset daerah dari konversi tanah Belanda yang telah bersertifikat yaitu Museum Kota Makassar. 
Lambatnya pengamanan yuridis atau penyertifikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu minimnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), dokumen yang tidak tersimpan oleh pejabat terdahulu dan kantor yang selalu 
berpindah-pindah. Ketiadaan sertifikat berakibat pada status hukum tanah asset daerah dari 
konversi tanah Belanda. Status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak 
disertifikatkan adalah tanah negara. Tanah ini secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota 
Makassar dan penguasaaan yuridis atas tanah negara tersebut pada Menteri Keuangan sebagai 
pengelola tanah negara (barang milik negara).  
Kata Kunci : Konversi Tanah Belanda, Aset Daerah, Penyertifikatan 
  
         
  PENDAHULUAN  
     Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah aturan tentang penguasaan tanah-tanah negara 
termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. 
Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya masih mengadopsi substansi Staatsblad 1911 Nomor 
110. Hal ini tampak dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut yang menunjuk 
Penjelasan Umum angka 7 yang menjelaskan bahwa pada zaman Hindia Belanda peraturan-
peraturan yang dipakai sebagai dasar penyerahan penguasaan atas tanah-tanah negara kepada 
daerah swatantra adalah Staatsblaad 1911 Nomor 110 tentang Penguasaan Benda-Benda Tidak 
Bergerak. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 berisi hal-hal berikut : 
1. Tanah-tanah negara yang telah diserahkan kepada suatu kementerian, jawatan atau daerah 
swatantra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 maka 
penguasaannya berada pada kementerian, jawatan atau daerah swatantra tersebut; 
2. Tanah-tanah negara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tidak 
diserahkan kepada kementerian, jawatan atau daerah swatantra maka penguasannya berada 
pada Menteri Dalam Negeri 
    Menurut Notonagoro, berkaitan dengan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 
tahun 1953 dan penjelasannya, tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara 
karena belum ada hak-hak atas tanah tertentu yang membebaninya. Pemberian tanah negara 
dengan hak penguasaan kepada instansi pemerintah dilakukan karena sudah tidak dimungkinkan 
lagi memberikan hak milik atas tanah kepada instansi-instansi pemerintah seperti halnya pada 
waktu masih dianutnya asas domein verklaring berdasarkan Staatsblaad 1870 Nomor 118. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 konsep negara memiliki tanah sudah tidak 
berlaku. Hal ini disebabkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
menyatakan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi dan air serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya bukan hak memiliki1.  
      Berdasarkan substansi PP No. 8 tahun 1953 tersebut maka Pemerintah Kota Makasaar 
sebagai salah satu daerah swatantra berhak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik termasuk 
konversi tanah Belanda. Dengan demikian, instansi-instansi pemerintah juga dapat dengan 
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leluasa merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan baik untuk 
kepentingan pelaksanaan tugasnya maupun yang diberikan kepada pihak lain. Pada tahun 1991, 
arah kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tersebut semakin dikukuhkan dengan 
Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 9 Januari 1991 Nomor 530.22-134  
mengenai Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang Dikuasai/Dimiliki Instansi 
Pemerintahan/Badan-badan Negara dan Badan Usaha Milik Negara. Surat tersebut ditujukan 
kepada : (1) Kepala Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; (2) Para Menteri Kabinet Pembangunan 
V; (3) Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam surat tersebut ditegaskan 
bahwa apabila di atas tanah tersebut berdiri bangunan milik instansi pemerintah/departemen 
maka tanahnya akan diberikan kepada instansi pemerintah/departemen tersebut setelah mendapat 
persetujuan dari Menteri Keuangan. Berdasarkan persetujuan tersebut maka Pemerintah Kota 
Makassar berhak untuk mendaftarkan tanah-tanah tersebut dalam daftar inventaris barang Kota 
Makassar.  
 Berdasarkan daftar inventaris barang Kota Makassar pada tahun 2011, jumlah tanah aset 
daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar adalah 699 bidang tanah dengan 
nilai nominal Rp. 3.499.000.000.000,00. Tanah-tanah tersebut termasuk tanah aset daerah dari 
konversi tanah Belanda yang belum bersertifikat. Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam 
penelitian di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah XV Makassar, terdapat dua puluh 
tujuh bekas tanah Belanda dan empat belas diantaranya dikuasai oleh Pemerintah Kota 
Makassar. Sebelas diantaranya adalah tanah yang belum disertifikatkan, tiga diantaranya telah 
dimantapkan statusnya atau dihapuskan dari daftar tanah negara dan hanya satu yang telah 
bersertifikat. Asal tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda tersebut, adalah: 
 1. Tanah Negara 
Tanah tersebut merupakan tanah yang sejak dahulu digunakan untuk kegiatan 
operasionalisasi pemerintah. Tanah aset daerah bekas tanah Belanda yang dahulunya tanah 
negara tersebut diantaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah yang merupakan bekas 
gouvernour dengan nomor eigendom  393. Selain itu, terdapat pula Rumah Jabatan Walikota 
Makassar yang merupakan bekas beerhemister dengan nomor registrasi eigendom 395. 
Selain itu, terdapat pula Rumah Jabatan Walikota Makassar yang merupakan bekas 
beerhemister dengan nomor registrasi eigendom 395. Terdapat satu tanah aset daerah yang 
juga merupakan tanah bekas pemerintahan pada masa kolonial yaitu gemeenthius dengan 
nomor register eigendom 323. Selain itu, terdapat pula tanah negara bekas Eerste Loger 
School yang saat ini digunakan sebagai SMPN 6 Makassar. Masih terdapat juga tanah-tanah 
negara lainnya yang pada masa Belanda digunakan untuk menunjang kegiatan operasional 
pemerintah misalnya sekolah. Tanah-tanah tersebut diakui berada di bawah penguasaan 
departemen-departemen yang menguasainya jika tersedia biaya untuk pemeliharaan tanah 
tersebut. 
2. Tanah-tanah milik Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi 
Nasionalisasi ini didasarkan pada Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi 
Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang ditindaklanjuti  dengan pembentukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang 
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Dalam Pasal 1 PP tersebut dinyatakan 
bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapat dikenakan nasionalisasi adalah 
perusahaan-perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan 
warga negara Belanda dan bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini 
berkaitan erat dengan prinsip nasionalisasi dalam hukum tanah nasional.  
Tanah-tanah milik perusahaan yang seluruh atau sebagiannya merupakan milik perseorangan 
warga negara Belanda juga terdapat di Kota Makassar. Tanah-tanah tersebut adalah tanah 
bekas Naamloose Venotschaap (N.V.) Maskapai Kapal Selebes Selatan. Tanah seluas  560 
m2  yang terletak di Jalan Sumba No. 44 ini sekarang menjadi SMP dan SMA Trisakti. Selain 
itu, terdapat pula tanah bekas Komienklijk Ike Paketvaart Maatschapij. Tanah ini  terletak di 
Jalan Sangir, No. 153. Kel Melayu, Kec. Wajo. Tanah seluas 2.224 m2 ini digunakan untuk  
SDN Sangir I, II dan SMP PGRI.  
Tanah–tanah tersebut dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan 
Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No SK.8/Ka/1963 tanggal 28 Februari 1963 
tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda. 
3. Tanah-tanah Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 
Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang tidak terkena UU No. 
86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi diatur dengan UU No. 3 Prp 1960. Dalam aturan ini 
dinyatakan bahwa semua benda tetap milik perseorangan warga Negara Belanda yang tidak 
terkena oleh UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Dalam hal 
ini, pemiliknya telah meninggalkan wilayah RI sejak mulai berlakunya peraturan ini maka 
tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Muda Agraria. Terdapat 
beberapa tanah di Indonesia yang merupakan bekas tanah-tanah milik perseorangan warga 
negara Belanda yaitu SMAN IV dan SMAN VII Makassar.   
Sebelas tanah aset daerah yang belum disertifikatkan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota 
Makassar berakibat pada status hukum tanah tersebut. Status hukum tanah–tanah aset daerah 
yang berasal dari konversi tanah Belanda yang belum disertifikatkan di Kota Makassar 
merupakan tanah negara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 
Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal 
Makassar, Muhammad Said. Beliau menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara 
dan penguasaan yuridisnya ada pada Menteri Keuangan walaupun penguasaan fisiknya ada pada 
Pemerintah Kota Makassar.  
Berkaitan dengan hal tersebut, Maria S.W. Soemardjono menyatakan bahwa tanah ini merupakan 
tanah negara karena berdasarkan Staatsblaad Tahun 1911 Nomor 110 tentang Penguasaan 
Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung-Gedung dan Lain-Lain Bangunan Milik Negara juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, instansi 
pemerintah yang telah menguasai tanah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 maka tanah tersebut berstatus dalam 
penguasaan (in beheer) instansi pemerintah yang bersangkutan2. Setelah berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, tanah negara dikuasai oleh pemerintah berdasarkan surat 
keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (sekarang Kepala Badan 
Pertanahan Nasional). Walaupun tanah-tanah tersebut masih berstatus tanah negara namun tetap 
dapat diakui sebagai aset tetap daerah.  
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Hal ini sesuai dengan substansi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 
perolehan barang milik negara/daerah lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari 
hibah/sumbangan yang sejenis, barang yang merupakan pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang 
yang diperoleh berdasarkan undang-undang dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan substansi pasal tersebut 
maka aset daerah berupa tanah yang merupakan konversi tanah Belanda diperoleh berdasarkan 
ketentuan undang-undang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan 
Tanah-Tanah Negara. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010  
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Lampiran II angka 21 PP tersebut dinyatakan 
bahwa apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti  secara hukum dikarenakan 
masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih 
harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, 
maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap 
tersebut telah berpindah.  
Substansi pernyataan 7 angka 21 tersebut mengindikasikan bahwa sejatinya tanah belum 
bersertifikat yang secara fisik berada dalam penguasaan pemerintah daerah merupakan aset 
daerah. Hal ini juga sejalan dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 6 
Desember 1990 Nomor 5000-5569-D III tentang Penerbitan Sertifikat Tanah-Tanah Instansi 
Pemerintah dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Hak dan Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat 
Tanah yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah. 
Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Asti Probowati, Kepala Subseksi 
Tanah Pemerintah Kota, tanah tersebut merupakan aset daerah karena tanah tersebut telah 
dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota Makassar. Beliau menambahkan bahwa tanah-tanah 
yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar saat ini pada masa Pemerintahan Hindia Belanda 
memang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah dan kemudian dikonversi 
menjadi kantor untuk operasionalisasi Pemerintah Kota Makassar. Tanah aset daerah dari 
konversi tanah Belanda yang belum disertifikatkan tersebut harusnya segara didaftarkan oleh 
Pemerintah Kota Makassar. Pendaftaran tanah merupakan proses pemberian status hukum 
berupa hak pada tanah tersebut sesuai dengan yang dimohonkan. Bila pemerintah daerah 
memohonkan hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah negara yang telah dikuasainya secara 
fisik maka muncullah status hukum di atas tanah itu sesuai dengan yang dimohonkan. 
Hal ini menandakan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor pertanahan 
setempat merupakan pekerjaan administrasi negara dalam memberikan status hukum atas tanah 
aset daerah bekas tanah Belanda. Sehingga, pemberian status hukum di atas tanah yang didaftar 
menyebabkan pemegang hak atas tanah menerima hak yang dilindungi oleh negara sesuai jenis 
haknya3. Dengan terdaftarnya hak atas tanah kepada semua subyek hak juga diberikan 
wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, 
terciptalah jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi subyek hak tersebut dalam 
kepemilikan dan penggunaan tanah4.  
Hak pakai dan hak pengelolaan sebagai subjek pendaftaran tanah ditegaskan dalam Pasal 
19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini juga sejalan 
dengan substansi Pasal 42 UUPA yang menyatakan terdapat empat subjek hak pakai atas tanah 
yaitu warga  negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang 
mempunyai perwakilan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah daerah merupakan badan 
hukum publik sehingga hak dan kewenangan serta penguasaannya harus hak atas tanah yang 
sifatnya publik juga yaitu hak pakai atas tanah negera. Mengenai kedudukan pemerintah daerah 
sebagai subjek hak pengelolaan juga harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 
1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak 
Pengelolaan.  
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1997 menyatakan bahwa penerima hak 
pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, Pemerintah Daerah 
Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Lembaga Pemerintahan lainnya dan Perusahaan Umum 
(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 67 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata 
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       4 Pemberian kepastian dan perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan dari pendaftaran tanah 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan 
bahwa badan-badan hukum yang dapat diberikan hak pengelolaan adalah instansi pemerintah 
termasuk pemerintah daerah.  
Pengamanan yuridis terhadap tanah aset daerah berupa penyertifikatan tanah aset daerah 
bekas tanah Belanda. Penyertifikatan ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang hak atas tanah. Tanah 
aset daerah bekas tanah Belanda yang belum bersertifikat tersebut status hukumnya adalah tanah 
negara. Oleh sebab itu, untuk menyertifikatkan tanah tersebut, harus dimantapkan dahulu 
statusnya oleh Kementerian Keuangan sebagai penguasa tanah tersebut secara yuridis. 
Berdasarkan keterangan Muhammad Said, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II 
Kantor Wilayah XV Direktorat Jendral Makassar,  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
pada awalnya akan menawarkan tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah untuk 
dimantapkan statusnya agar dapat disertifikatkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini didasarkan 
pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 tahun 2008 tentang Penyelesaian 
Aset Bekas Milik Asing/Cina yang menyatakan bahwa penyelesaian aset bekas milik asing/cina 
diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa 
insiatif untuk menyertifikatkan tersebut berasal dari pihak DJKN bukan dari Pemerintah Kota 
Makassar.  
Berdasarkan data yang penulis peroleh terdapat sebelas tanah negara yang dikuasai oleh 
Pemerintah Kota Makassar saat ini dan alternatif penyelesaian yang diajukan oleh pihak DJKN 
adalah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Makassar. Untuk memantapkan status tanah 
tersebut atau menghapuskannya dari tanah negara maka pemerintah daerah harus melengkapi 
berbagai persyaratan. Setelah menyerahkan persyaratan tersebut maka syarat-syarat tersebut akan 
diteliti oleh tim asistensi. Tim asistensi akan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh 
Pemerintah Kota Makassar. Apabila data tersebut telah benar maka tim asistensi akan 
mengajukan penyelesaian atau pemantapan aset tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara atas nama Menteri Keuangan. Kewenangan tim asistensi ini diatur dalam Pasal 18 ayat 
(1) huruf b PMK Nomor 188 tahun 2008. Setelah permohonan penyelesaian tersebut disetujui 
maka Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang 
penyelesaian aset yang dimohonkan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Makassar adalah mendaftarkan tanah aset daerah bekas tanah Belanda tersebut kepada 
Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Menurut Kepala Subseksi Tanah Pemerintah Kota 
Badan Pertanahan Nasional, Asti Probowati, tanah tersebut dapat didaftarkan oleh Pemerintah 
Kota Makassar ataupun SKPD yang menggunakan tanah tersebut  atas nama Pemerintah Kota 
Makassar. 
Menurut Ibu Asti Probowati, tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda  yang belum 
disertifikatkan harus segera didaftarkan. Beliau menyatakan bahwa pendaftaran tanah aset daerah 
tersebut penting karena berkaitan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 
keuangan Pemerintah Kota Makassar. Bahkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 
tahun 2012 atas pengelolaan keuangan tahun 2011, BPK merekomendasikan agar Pemerintah 
Kota Makassar secepatnya melakukan sertifikasi tanah aset daerah. Sertifikasi ini dianggap 
penting karena menjadikan Makassar sulit meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
BPK.  Dana penyertifikatan tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Makassar. Sebagai konsekuensinya maka tanah yang disertifikatkan dananya 
termasuk ke dalam laporan APBD Pemkot Makassar sehingga harus dipertanggung jawabkan 
dalam laporan keuangan. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kekuatan hukum dari tanah 
aset daerah yang tidak disertifikatkan. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan akan 
memberikan pelindungan serta kepastian hukum bagi pihak yang memilikinya. 
 Namun sangat disayangkan, Zulkifli, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar, menyatakan bahwa penyertifikatan tanah aset 
daerah masih sangat lambat. Setiap tahunnya Pemkot hanya bisa mendaftarkan sekitar tiga puluh 
tanah aset daerah. Bahkan, tanah aset daerah bekas tanah Belanda yang telah didaftarkan hingga 
saat ini hanya satu buah yaitu Museum Kota Makassar (bekas Kantor Walikota Makassar) yang 
merupakan geementhius pada masa Belanda, Nomor Register Eigendom 323. Luas tanah tersebut 
adalah 2.238 m2. Tanah ini terletak di Jalan Balaikota Nomor 1, Kelurahan Baru. Tanah tersebut 
disertifikatkan hak pakai tanggal 16 Juni 1977 Nomor 6714499.  
Di sisi lain, ini juga penting karena akan memudahkan Pemkot Makassar dalam melakukan 
inventarisasi dan menghitung nilai aset.   Menurut Abdullah Mauluddin, Kepala Seksi 
Inventarisasi Aset, terdapat beberapa hambatan dalam menyertifikatkan tanah aset daerah dari 
konversi tanah Belanda, yaitu: 
1. Dokumen tidak tersimpan oleh pejabat dahulu 
 Pada zaman orde baru, apabila tanah tersebut sudah digunakan oleh Pemerintah Kota 
Makassar maka tidak ada warga yang berani menggugat. Hal ini menyebabkan Pemerintah 
Kota Makassar pada masa itu tidak terlalu menghiraukan proses penyertifikatan tanah dan 
inventarisasi dokumen-dokumen yang dapat mendukung proses permohonan hak atas tanah. 
Keengganan tersebut dipengaruhi oleh rezim otoriter yang dilaksanakan pada masa orde 
baru. Sikap otoriter tersebut menyebabkan masyarakat takut untuk menggugat tanah aset 
daerah yang secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar. Beliau menyatakan bahwa 
saat ini kondisi tersebut sangat berbeda karena masyarakat mulai banyak yang menggugat 
tanah aset daerah sehingga pemerintah harus segera menyertifikatmkan seluruh tanah aset 
daerah.  
Pernyataan ini agak sedikit berbeda dengan data yang penulis peroleh bahwa satu-satunya 
tanah aset daerah bekas tanah Belanda yang disertifikatkan justru dilakukan pada masa orde 
baru yakni Museum Kota Makassar (bekas Kantor Walikota Makassar) yang merupakan 
geementhius pada masa Belanda, Nomor Register Eigendom 323. Tanah ini disertifikatkan 
pada tanggal 16 Juni 1977.  
 
 
2. Lokasi yang senantiasa berpindah-pindah 
Salah satu contoh perpindahan tersebut adalah Kantor Walikota Makassar. Kantor Walikota 
Makassar pernah berpindah. Hal ini mengakibatkan hilangnya dokumen-dokumen atau tidak 
terbawa ke tempat yang baru. Padahal, dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk 
membuktikan penguasaan fisik atas tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Makassar. 
 
3. Minimnya anggaran yang disediakan oleh APBD 
Minimnya anggaran yang disediakan untuk melakukan sertifikasi tanah aset daerah juga 
diakui oleh Walikota Makassar, Ilham Arif sirajuddin. Beliau mengatakan bahwa sertifikasi 
aset terkendala pada ketersediaan anggaran. Minimnya anggaran tersebut menyebabkan 
sertifikasi aset tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus tetapi harus bertahap.  
Berdasarkan keterangan Abdullah Mauluddin, Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset Kota 
Makassar, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar setiap tahunnya 
untuk penyertifikatan aset daerah hanya mencapai Rp. 100.000.000,00. Berdasarkan jumlah 
anggaran tersebut, pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya hanya bisa menyertifikatkan 
30 bidang tanah aset daerah. Padahal jumlah bidang tanah aset daerah di Makassar ini cukup 
banyak yaitu 560 bidang tanah sedangkan jumlah bidang tanah aset daerah yang sudah 
bersertifikat adalah 139 bidang tanah. Perbandingan antara jumlah tanah yang belum 
bersertifikat dan sudah bersertifikat adalah 4 : 1. Di sisi lain, jika Pemerintah Kota Makassar 
hanya mampu menyertifikatkan 30 aset daerah setiap tahunnya maka lamanya waktu yang 
dibutuhkan untuk menyertifikatkan aset daerah adalah 18,6 tahun. Waktu ini sangat lama dan 
berbahaya bagi kepastian hukum hak atas tanah-tanah tersebut.  
  
4. Pihak Badan Pertanahan Nasional kurang cepat dalam memproses penyertifikatan tanah aset 
daerah  
Kepala Sub Bidang Dokumen dan Informasi Hukum Kota Makassar, Zulkifli, S.H., 
menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk nmenyertifikatkan tanah cukup lama. 
Bahkan, ada tanah aset daerah yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk 
disertifikatkan dalam bentuk hak pengelolaan.  
Selain pengamanan, pemeliharaan merupakan hal yang sangat penting. Pemeliharaan adalah 
kegiatan atau tindakan agar semua tanah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap tanah inventaris yang sedang 
dalam unit pemakaian. Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung 
jawab atas pemeliharaan tanah aset daerah  yang ada dibawah penguasaannya. Pemeliharaan 
tersebut harus berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(DKPBMD). Biaya pemeliharaan tanah aset daerah dibebankan pada Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
Selain dilakukan pengamanan yuridis atas tanah tersebut, dilaksanakan pula pemeliharaan yang 
dapat berupa : (a) pemeliharaan ringan yaitu pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit 
pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; (b) pemeliharaan sedang  yaitu 
pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang 
mengakibatkan pembebanan anggaran; dan (c) pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan dan 
perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak 
dapat diduga sebelumnya tetapi dapat diduga sebelumnya tetapi dapat diperkirakan 
kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.   
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Abdullah Mauluddin, Kepala Subseksi 
Inventarisasi Aset, dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tanah 
aset daerah, Pemerintah Kota Makassar mewajibkan setiap SKPD memiliki pejabat pengurus 
barang. Pejabat pengurus barang tersebut dibuat secara berjenjang mulai dari Kantor Dinas, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan unit pengguna barang seperti sekolah. Pejabat pengurus barang 
inilah yang akan membuat Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS). Selain itu, pengurus 
barang juga wajib membuat Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT). Laporan ini bertujuan 
mengetahui barang yang bertambah dan berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, pejabat 
pengurus barang juga harus membuat laporan lima tahunan. Laporan tersebut dibuat untuk 
mengetahui mutasi barang termasuk tanah selama lima tahun Pejabat pengurus barang tersebut 
wajib diberikan insentif sesuai kemampuan Pemerintah Kota Makassar. Apabila pejabat 
pengurus barang tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan diberikan sanksi 
yaitu ditegur secara tertulis dan tidak memperoleh honor.   
C. PENUTUP 
Kesimpulan  
 Status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan adalah 
tanah negara. Tanah ini secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan 
penguasaaan yuridis atas tanah negara tersebut pada Menteri Keuangan sebagai pengelola tanah 
negara (barang milik negara). Pemerintah Kota Makassar belum memiliki alas hak berupa surat 
keputusan pemberian hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kota Makassar belum menjadi subjek hak atas tanah-tanah tersebut.         
Pengamanan yuridis tanah asset daerah secara yuridis formal didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ada pada 
Pemerintah Kota Makassar. Pengelolaan tanah asset daerah tersebut terwujud dalam tujuh 
kegiatan termasuk pengamanan yuridis. Pengamanan yuridis dilakukan melalui penyertifikatan 
tanah. Penyertifikatan tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda sangat lambat. Bahkan, 
saat ini hanya terdapat satu tanah asset daerah bekas tanah Belanda yang telah disertifikatkan. 
Lambatnya pengamanan yuridis atau penyertifikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu minimnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), dokumen yang tidak tersimpan oleh pejabat terdahulu dan kantor yang selalu 
berpindah-pindah.     
 
Saran  
Guna mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah asset daerah dari konversi tanah 
Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar maka penulis menyarankan dua hal, yaitu: 
1) Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan alokasi anggaran penyertifikatan tanah aset 
daerah. Hal ini penting agar tanah-tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang belum 
disertifikatkan dapat segera didaftarkan. 2) Pemerintah Daerah Kota Makassar harus 
meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyertifikatan tanah 
aset daerah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah XV Makassar dan Badan 
Pertanahan Nasional.   
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